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3.1. Landasar Teori 
Bagian ini akan dijelaskan landasan teori yang digunakan untuk 
mendukung penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut : 
3.1.1. Pengertian Pajak 
Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak 
itu sendiri. Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemintro, SH yang dikutip dalam buku 
karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1) adalah : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang diguakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 
iuran wajib dari rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang yang 
bersifat memaksa, tanpa mendapatkan kontraprestasi langsung dan 
digunakan untuk kemakmuran rakyat.  
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3.1.2. Fungsi Pajak 
Ada beberapa fungsi pajak yaitu : 
1. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau penerimaan 
(budgetair) : pajak merupakan salah satu sumber dana yang 
digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai 
pengeluaran negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan 
dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada 
APBN.  
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur 
(regulerend) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi 
kepada barang mewah dan minuman keras. 
3. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak 
sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan 
kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan 
stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara 
mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemugutan dan 
penggunaan pejak yang lebih efisien dan efektif. 
4. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : 
pajak sebagai pendapatan negara digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat 
membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatakan 
pendapatan masyarakat. 
 
3.1.3. Sistem Perpajakan Indonesia 
Sejak reformasi pajak tahun 1983 Indonesia mengubah sistem 
pengenaan pajak dari official system menjadi self assessment system. 
Namun dalam pelaksanaannya, official assessment system tidak 
sepenuhnya ditinggalkan. Sistem ini masih digunakan dalam pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Adapun beberapa sistem pengenaan pajak yang dapat digunakan 
antara lain : 
1. Official assessment system 
Merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan 
wewenang kepada petugas pajak (fiscus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
2. Self assessment system  
Merupakan sistem pengenaan pajak yang menekankan peran 
aktif wajib pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk 
menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang. 
3. With holding system 
Merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem 
ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 
26, dan PPh Pasal 4 (2). 
 
3.1.4. Definisi Efektivitas 
Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif 
merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah 
efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai 
berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang 
direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang 
ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). 
Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa efektifitas merupakan 
tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 
atau sebuah pengukuran dimana suatu target telah terpenuhi sesuai 
dengan apa yang sudah direncanakan.  
Pendapat lain tentang definisi efektivitas yaitu pendapat dari  
Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik dimana 
mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 
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“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 
kegiatan”(Mahmudi, 2005:92). 
Sehubungan dengan hal tersebut maka efektivitas merupakan 
gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada 
hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang 
menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 
dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya dan mencapai target-targetnya. 
 
3.1.5. Ukuran Efektivias 
Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly dalam bukunya 
Prilaku, Struktur, Proses menyebutkan bahwa ukuran efektivitas 
organisasi, sebagai berikut : 
1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk 
memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan 
permintaan lingkungan. 
2. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output 
dengan input. 
3. Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan 
tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
4. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan 
benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. 
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan 
organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam 
menghadapi tuntutan masyarakat. 
(Gibson, 1996:34). 
Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka ukuran efektivitas 
organisasi merupakan suatu standar terpenuhinya sasaran atau tujuan 
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yang akan dicapai serta menunjukkan sejauhmana organisasi, 
program/kegiatan berjalan secara optimal.  
Ada pendapat lain tentang ukuran efektivitas yaitu pendapat 
menurut Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi 
menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu: 
1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi. 
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan. 
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan 
kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus 
dengan baik. 
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi 
terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. 
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa 
setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi. 
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 
sekarang dan masa lalunya. 
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya 
sepanjang waktu. 
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat 
pada kerugian waktu. 
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal 
pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, 
kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki. 
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap 
individu untuk mencapai tujuan. 
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling 
menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, 
berkomunikasi dan mengkoordinasikan. 
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru 
untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan 




Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas yaitu 
adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang 
kondusif serta intensitas yang tinggi.  
 
3.1.6. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Safri Nurmantu, kepatuhan perpajakan didefinisikan 
sebagai “suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua 
macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:   
kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal 
adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 
perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 
tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum 
atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi 
ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 
ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 
sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material 
dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi 
kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, 
lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan 
dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.  
Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat 
diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, 
kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 
kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
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Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan 
wajib pajak yaitu ketika wajib pajak dapat tepat waktu untuk 
melaporkan SPT dengan format isi yang sesuai dengan perundang-
undangan perpajakan.  
 
3.1.7. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 
tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya 
terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak 
untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya. 
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 
Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara 
melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat 
Setoran Pajak (SSP). 
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 
Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum 
dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan 
denda. 
4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan 
Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan 
SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT 
Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan 
untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang 
Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun 
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pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila 
terlambat atau tidak menyampaikan SPT. 
 
3.1.8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Rochmat (1991:94) faktor yang mempengaruhi 
Kepatuhan Wajib Pajak antara lain: 
1. Sanksi Pajak 
Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak 
secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetapi hanya 
merugikan keuangan negara. Sering kali penerapan sanksi 
administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh 
yang sangat besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Kesadaran Pajak 
Orang yang mempunyai kesadaran pajak (tax consciousness) 
yang besar akan lebih patuh dalam membayar pajak dan memenuhi 
kewajiban-kewajiban pajak. Maka oleh sebab itu, disamping 
adanya sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana 
sangat bermanfaat diadakannya penyuluhan yang efektif kepada 
masyarakat melalui berbagai media. 
Adapun menurut Salamun (1990:190) faktor Kepatuhan Wajib 
Pajak adalah pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak. Wajib 
Pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, 
berdasarkan kenyataan yang ada, akan lebih patuh dalam 




3.2.1. Pengertian Pelayanan 
Pengertian pelayanan menurut Keputusan Menteri Tahun 1993 
adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha 
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Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (B. 
Boediono, 2003 : 60). 
Pelayanan Publik Menurut Nurcholis (2005, h.175-176) 
pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan 
perusahaan milik negara kepadamasyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan 
masyarakat. 
Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang peduli 
terhadap pelanggan dengan memberikan fasiltas yang maksimal, 
memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan dan menjamin 
kepuasan, agar mereka selalu loyal pada instansi. Keberhasilan 
pelayanan tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, 
penampilan, tindakan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan. 
3.2.2. Pelayanan Pajak Modern 
Sistem elektronik berbasis teknologi informasi dapat diterapkan 
dan dimanfaatkan dalam pelayanan. Direktorat Jenderal Pajak dalam 
hal ini juga menerapkan sistem elektronik kepada wajib pajak dalam 
melaksanankan kewajiban perpajakannya. Sebelum adanya 
reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara 
manual seperti pengisian, pelaporan, dan pembayaran langsung yang 
dilakukan di kantor pajak. Akan tetapi sejak Tahun 2008 
penggunaan Sistem Pelayananan Pajak Modern mulai diterapkan 
secara bertahap.  
Tujuan diterapkannya sistem pelayanan pajak modern atau 
pelayanan pajak berbasis elektronik adalah untuk mempermudah 
wajib pajak mengakses segala sesuatu tentang pajak. Sesuai dengan 
konsep e-Government yaitu menciptakan hubungan secara elektronik 
anatar pemerintah dengan masyarakat agar menuju good governance. 
Oleh karna hal itu KPP Pratama Semarang Candisari berusaha 
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membuat Sistem Pelayanan Modern atau pelayanan berbasis 
elektronik dapat berjalan dengan baik. Pelayanan pajak modern atau 
pelayanan pajak berbasis elektronik sendiri terdiri dari, e-Registrasi, 
e-SPT, e-Filling, dan e-Billing.  
3.3. Konsep Pelayanan Pajak Modern 
KPP Pratama Semarang Candisari selalu menerapkan perubahan terhadap 
peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk dalam proses reformasi 
perpajakan. Berikut jenis-jenis pelayanan pajak modern atau pelayanan 
pajak berbasis elektronik :  
3.3.1. E-Registrasi  
Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-
Registration) adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan 
atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat 
Jenderal Pajak. Sistem e-Registration merupakan salah satu produk 
layanan di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan 
pendaftaran Wajib Pajak baru yang ingin memperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). Sistem e-registration mulai efektif sejak tahun 2005, 
yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran 
dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Sistem e-Registration telah 
diperbaharui dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem 
e-Registration.  
Perubahan peraturan tersebut membawa perubahan yang cukup 
signifikan mengenai tata cara pendaftaran dengan sistem e-Registration, 
salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftran dari Wajib 
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Pajak untuk melakukan Validasi NPWP, selain itu juga banyak perubahan-
perubahan secara administratif. 
Tujuan utama e-Registration : 
1. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, update, 
hapus, dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja. 
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  dan juga 
mengefisienkan operasional dan administrasi Direktorat Jenderal 
Pajak. 
3. Memberikan fasilitas terkini bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri 
secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. 
4. Memudahkan Petugas Pajak dalam melayani dan memperoleh 
pendaftran Wajib Pajak. 
Sistem e-Registration diharapkan dapat meningkatkan efisien dan 
efektifitas proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi Wajib 
Pajak maupun dari sisi Petugas Pajak. Sehingga sasaran yang ditetapkan 
akan tercapai seperti : 
1. Penyimpanan data Wajib Pajak menjadi terpusat. 
2. Memberikan kemudahan pendaftaran dan perubahan data bagi 
Waib Pajak. 
3. Memberikan keamanan data Wajib Pajak. 
4. Menghasilkan data unik bagi Wajib Pajak. 
Selain itu  fungsi pendaftaran (registrasi) Wajib Pajak dalam sistem e-
Registration mencangkup berbagai kegiatan berikut : 
1. Pendaftaran Wajib Pajak Baru. 
2. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
3. Perubahan data Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak. 
4. Penghapusan data Wajib Pajak. 
5. Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Berikut adalah tata cara Wajib Pajak dalam melakukan permohonan 
melalui e-Registrasi : 
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1. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 
serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui e-
Registrasi 
a. Membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat 
http://www.pajak.go.id atau situs lainnya yang terdapat sistem e-
Registration. 
b. Memilih menu sistem e-Registration. 
c. Membuat account Wajib Pajak yang antara lain berisi username 
dan password. 
d. Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan 
password yang telah dibuat. 
e. Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan 
atau Bendaharawan). 
f. Mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data 
pada layar komputer dengan lengkap dan benar. 
g. Memilih tombol “daftar” untuk mengirim Formulir Regristrasi 
Wajib Pajak secara elektronis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar. 
h. Mencetak Formulir Regristrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan 
Terdaftar Sementara (S.0.0.23.01) sebagaimana yang tertera pada 
layar komputer. 
i. Menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak dan 
melengkapinya dengan dokumen persyaratan pendaftaran seperti 
disebutkan di atas. 
j. Mengirimkan Formulir Regristrasi Wajib Pajak yang sudah 
ditandatangani beserta persyaratannya ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar (Catatan : Wajib Pajak dapat melihat 
status permohonan pendaftaran melalui e-mail atau aplikasi e-
Registration).  
k. Menerima permintaan kelengkapan persyaratan, dalam hal 
terdapat persyaratan yang belum lengkap. 
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l. Mengirim kelengkapan persyaratan ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar. 
m. Menerima kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00) 
dan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), dan atau Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) bagi Wajib 
Pajak yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar (Catatan : dalam hal alamat Wajib Pajak terbukti 
tidak benar, maka permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan atau 
pelaporan usaha Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak menerima 
Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan 
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00). 
 
2. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak, Penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
Dengan Sistem e-Registration 
Yang dimaksud dengan perubahan data Wajib Pajak dalam Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak ini adalah perubahan identitas Wajib Pajak dan 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
Perubahan Identitas Wajib Pajak, meliputi : 
 Perubahan nama Wajib Pajak karena penggantian nama. 
 Perubahan bentuk badan hokum. 
 Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena adanya kesalahan 
(misalnya 9 (sembilan) digit pertama Nomor Pokok Wajib Pajak 
cabang tidak sama dengan 9 (sembilan) digit pertama Nomor 
Pokok Wajib Pajak pusat). 
 Perubahan alamat Wajib Pajak karena perpindahan tempat tinggal 
atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah 
kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama. 
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 Perubahan jenis pajak, karena sesuatu hal yang mengakibatkan 
kewajiban jenis pajaknya berubah. 
 Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha 
Wajib Pajak. 
 Perubahan status usaha Wajib Pajak. 
Adapun Wajib Pajak yang ingin melakukan perubahan identitas atau 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, harus mengisi dan 
menandatangani Formulir Regristrasi Wajib Pajak dan melengkapinya 
dengan persyaratan yang terdiri dari : 
1. Untuk Wajib Pajak yang melakukan perubahan identitas : 
a. Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) dan atau 
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00) karena 
adanya kesalahan, misalnya data masukan tidak sama dengan 
data keluaran, kode Wajib Pajak cabang tidak sama dengan 
kode Wajib Pajak Pusat. 
b. Keterangan dari instansi yang berwenang karena penggantian 
nama. 
c. Fotokopi akte perubahan bentuk badan hukum karena 
berubahnya bentuk badan hokum. 
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau 
paspor bagi orang asing ditambah surat keterangan tempat 
tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah 
atau kepala desa karena pindah tempat tinggal atau tempat 
kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja 
Kantor Pelayanan Pajak yang sama. 
e. Fotokopi akte perubahan dan pernyataan tertulis dari Wajib 
Pajak karena berubahnya status Usaha Wajib Pajak. 
f. Fotokopi Surat Izin Usaha dan pernyataan tertulis dari Wajib 
Pajak karena berubahnya jenis usaha. 
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2. Untuk Wajib Pajak yang melakukan penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak : 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi 
1) Meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian 
dan tidak meninggalkan warisan; 
2) wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan; 
3) warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai 
subjek Pajak sudah selesai dibagi. 
b. Untuk Wajib Pajak Badan 
1) Perusahaan telah dibubarkan secara resmi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan 
statusnya sebagai bentuk usaha tetap; 
3) dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku 
tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk 
pengusaha kecil. 
3. Tata Cara Perubahan Identitas Wajib Pajak Melalui Internet dengan e-
Registrasi 
a. Melakukan kegiatan seperti pada “Tata Cara Pendaftaran dan 
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan Wajib Pajak 
pada pendaftaran Pendaftaran melalui Internet huruf a sampai 
dengan huruf d”. Catatan : Dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki 
account, kegiatan angka huruf c tidak perlu dilakukan. 
b. Melakukan perubahan data sesuai dengan item-item yang berubah. 
c. Memilih tombol “Perbarui” untuk mengirim formulir Permohonan 
Pendaftaran dan Perubahan Data pada layar komputer secara 
elektronis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 
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d. Melakukan kegiatan seperti pada “Tata Cara Pendaftaran dan 
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan Wajib Pajak 
pada pendaftaran Pendaftaran melalui Internet huruf h sampai 
dengan huruf l”. 
e. Menerima : 
a) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00), Surat 
Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), dan atau Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) bagi 
Wajib Pajak : a. Perubahan nama Wajib Pajak karena 
penggantian nama, b. Perubahan bentuk badan hukum, c. 
Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena adanya 
kesalahan; 
b) Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), dan atau Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) bagi 
Wajib Pajak : d. Perubahan alamat Wajib Pajak karena 
perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat 
kegiatan usaha dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 
yang sama, e. Perubahan jenis pajak, karena sesuatu hal yang 
mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah, f. 
Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha 
Wajib Pajak; 
c) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00), Surat 
Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), dan atau Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) untuk : 
g. Perubahan status usaha Wajib Pajak. 
4. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak Melalui Internet dengan e-Registrasi 
a. Melakukan kegiatan seperti pada “Tata Cara Pendaftaran dan 
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan Wajib Pajak 
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pada pendaftaran Pendaftaran melalui Internet huruf a sampai 
dengan huruf d”. Catatan : Dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki 
account, kegiatan huruf a.3) tidak perlu dilakukan. 
b. Memilih tombol “Penghapusan” untuk mengirim Formulir 
Regristrasi Wajib Pajak secara elektronis ke Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 
c. Mencetak Formulir Regristrasi Wajib Pajak. 
d. Melakukan kegiatan seperti pada “Tata Cara Pendaftaran dan 
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan Wajib Pajak 
pada pendaftaran Pendaftaran melalui Internet huruf i sampai 
dengan huruf l”. 
e. Menerima Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar 
(KP.PDIP.4.11-00), Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(KP.PDIP.4.13-00) dan atau Surat Pencabutan Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.12-00) dari Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  
3.3.2. E-SPT 
Dalam era digital saat ini, semua kegiatan yang dilakukan oleh 
manusia tidak dapat terlepas dari elektronik, modernisasi dan berbagai hal 
yang dapat menunjang aktifitas manusia agar lebih efektif dan efisien. 
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak merespon dan berinovasi untuk 
meningkatkan pelayanannya yaitu dengan adanya e-SPT. Sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 pasal 2 ayat (1) 
Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Direktur Jenderal 
Pajak, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan 
jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka 
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 
menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. Yang di maksud dengan SPT adalah Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
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Penghasilan, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, 
sedangkan e-SPT itu sendiri adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk 
elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-
SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pengertian tersebut 
menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/Pj/2009 tanggal 20 Januari 2009 
Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk 
Elektronik. 
Berikut adalah ketentuan-ketentuan tentang e-SPT, berdasarkan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 pasal 2 ayat (1) Tentang 
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Direktur Jenderal Pajak, 
yaitu : 
1. SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang: 
a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 
dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki 
kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 
b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 
dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki 
kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 
c. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik; 
d. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; 
e. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban 
pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau 
f. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. 
 
2. SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang: 
a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan 
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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; 
dan/atau 
b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik. 
 
3. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan 
cara: 
a. Langsung; 
b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti 
pengiriman surat; atau 
d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. 
E-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT 
berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat 
melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang 
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Cukup upload file .csv hasil dari e-SPT, lalu unggah di aplikasi e-
Filing DJP. Pastikan komputer Anda telah terinstall e-SPT versi terbaru, 
dan Anda telah memiliki Akun di DJP Online. Saat ini, SPT yang dapat 
disampaikan melalui e-Filing Loader e-SPT DJP Online adalah sebagai 
berikut: 
1. SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S 
3. SPT Masa PPh Pasal 21/26 
4. SPT Masa PPh Pasal 4(2) 
5. SPT Masa PPN dan PPnBM 
Kelebihan aplikasi e-SPT adalah Wajib Pajak akan dituntun 
langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara 
mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan e-SPT lainnya yaitu efisien 
dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara 
manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak 
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adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka e-SPT 
jauh lebih unggul. 
3.3.3. E-Filling 
Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan 
komunitas wajib pajak yang tersebar diseluruh Indonesia akan tingkat 
pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan 
laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban pemrosesan 
administrasi laporan pajak menggunakan kertas, Direktorat Jenderal Pajak 
telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan N0.88 mengenai pelaporan 
SPT secara elektronik  pada bulan mei 2004.  
E-Filing adalah layanan pengisiian dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP) secara elektronik kepada 
Direktorat Jenderal Pajak. Menggunakan E-filling merupakan cara yang 
paling mudah dan nyaman dalam menyampaikan SPT kepada KPP, karena 
SPT dapat dikirim kapan saja (termasuk hari libur) dan tidak perlu datang 
ke Kantor Pelayanan Pajak. Konfirmasi dari DJP dapat diperoleh saat itu 
juga (real time) apabila data-data SPT yang dikirim secara elektronik telah 
sampai, dan diisi dengan lengkap dan benar. 
Layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak hanya 
melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadii yang menggunakan 
Formulir 1770 S dan 1770 SS. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT 
Tahunan PPh secara e-Filing harus memiliki Electronic Filing 
Identification Number (EFIN). 
Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik melalui e-Filing diatur 
melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Nomor PER-01/PJ/2016 
tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 
Tahunan. Saat ini aplikasi e-Filing melalui situs Direktorat Jendral Pajak 
baru dapat memfasilitasi pelaporan formulir 1770 S dan 1770 SS, 
sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa 




Beriikut prosedur Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
Orang Pribadi 1770 SS menggunakan e-Filing :  
1. Buka halaman website www.djponline.pajak.go.id. 
Gambar 3.1 Halaman DJP online 
 
2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP di kolom 
NPWP, dan masukkan password e-filling, serta kode keamanan 
sesuai gambar yang tertera. Setelah itu klik Login. 
3. Secara otomatis, Wajib Pajak akan terhubung kehalaman awal djp 
online.  





4. Setelah itu itu, klik E-Filing. Maka selanjutnya secara langsung 
akan terbuka halaman awal untuk memulai pengisian pelaporan 
pajak menggunakan e-filing yang berisi pertanyaan-pertanyaan. 
5.  




6. Setelah memilih ketiga pertanyaan, maka secara langsung Wajib 
Pajak akan diarahkan ke formulir SPT yang sesuai dengan kriteria 
Wajib Pajak tersebut. 
 
Gambar 3.4 Wajib Pajak diarahkan untuk menggunakan formulir 




7. Selanjutnya, klik “SPT 1770 SS”. Setelah itu akan terdapat 3 
langkah pengisian SPT 1770 SS, yaitu isi data formulir, isi data 
SPT, dan kirim SPT. 
8. Pada bagian isi data formulir, Wajib Pajak harus mengisi tahun 
pajak sesuai dengan tahun pelaporan pajak, lalu status SPT dipilih 
normal, lalu klik berikutnya. 
9. Pada Pada bagian isi data SPT terdapat 4 bagian yaitu bagian A, 
B, C, dan D. Bagian A diisi jumlah penghasilan bruto selama satu 
tahun sesuai nominal yang tertera di bukti pemotongan pajak 
penghasilan pasal 21 1721-A1/A2, selanjutnya isi nominal 
pengurangan sesuai dengan nominal yang tertera di bukti 
pemotongan pajak penghasilan pasal 21 1721-A1/A2, selanjutnya 
isi penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status Wajib Pajak, 
misalnya TK/0, K/0, dan lain-lain, nominal yang tertera akan 
secara otomatis terisi sesuai dengan status yang dipilih sesuai 
dengan nominal yang tertera di bukti pemotongan pajak 
penghasilan pasal 21 1721-A1/A2.  
Gambar 3.5 Isi Data SPT Bagian A 
 
 
Bagian B diisi apabila ada penghasilan pajak Wajib Pajak yang 
dikenalan pajak penghasilan final yang dikecualikan dari objek 
pajak, contohnya bunga tabungan, deposito, penghasilan saham di 
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Bursa Efek, bunga atau diskonto obligasi, penghasilan istri dari 
satu pemberi kerja, dan sebagainya. 
Gambar 3.6 Isi Data SPT Bagian B 
 
 
Bagian C diisi jumlah harta dan utang yang dimiliki dan atas 
nama Wajib Pajak sampai akhir tahun pelaporan pajak yang 
dipilih oleh Wajib Pajak, contohnya rumah, kendaraan, perhiasan, 
tanah, tabungan, dan sebagainya. 
Gambar 3.7 Isi Data SPT Bagian C 
 
 
Bagian D merupakan pernyataan bahwa semua yang telah Wajib 
Pajak isikan di dalam formulir SPT tersebut adalah benar, 




Gambar 3.8 Isi Data SPT Bagian D 
 
10. Pada bagian kirim SPT, Wajib Pajak diarahkan untuk klik kata 
“di sini” agar mendapatkan kode verifikasi untuk mengirim SPT 
yang nantinya kode verifikasi tersebut dikirimkan ke email Wajib 
Pajak yang bersangkutan. Setelah mendapatkan kode verifikasi di 
kotak masuk email, maka masukkan 6 digit kode verifikasi 
tersebut ke dalam kolom yang telah disediakan, lalu klik “kirim 
SPT”. Dengan Wajib Pajak mengklik “kirim SPT”, maka telah 
selesai seluruh langkah pengisian pelaporan pajak melalui e-filing 
yang berarti bahwa Wajib Pajak telah lapor pajak SPT Tahunan. 
11. Bukti Bukti Penerimaan Elektronik bahwa Wajib Pajak telah 
lapor pajak SPT Tahunan akan dikirimkan secara otomatis ke 
email Wajib Pajak yang bersangkutan atau bisa melihat di 
halaman djp online pada menu “lihat BPE”. 





Berikut prosedur Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
Orang Pribadi 1770 S menggunakan e-Filing : 
1. Buka halaman website www.djponline.pajak.go.id 
2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak di kolom NPWP, dan 
masukkan password e-filling, serta kode keamanan sesuai gambar 
yang tertera. Setelah itu klik Login. 
3. Secara otomatis, Wajib Pajak akan terhubung kehalaman awal djp 
online. 
4. Setelah itu, klik E-Filing.  Maka selanjutnya secara langsung akan 
terbuka halaman awal untuk memulai pengisian pelaporan pajak 
menggunakan e-filing yang berisi pertanyaan-pertanyaan. 
 
Gambar 3.10 Gambar Pertanyaan-pertanyaan Menuju Pengisian 
Formulir melalui E-Filing  
 
5. Selanjutnya, klik “SPT 1770 S”. Setelah itu akan terdapat 5 langkah 
pengisian SPT 1770 S, yaitu data form, lampiran II, lampiran I, 
Induk, dan Kirim SPT. 
6. Pada bagian data form, Wajib Pajak harus mengisi tahun pajak 
sesuai dengan tahun pelaporan pajak, lalu status SPT dipilih normal, 
lalu klik berikutnya. 
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7. Pada bagian lampiran II terdapat 4 bagian yaitu bagian A, B, C, dan 
D. Bagian Adiisi penghasilan yang dikenakan PPh Final dan  atau 
bersifat final, contohnya honorarium atas beban APBD/APBN, 
pesangon, tunjangan hari tua, dan penghasilan lainnya. 
Bagian B diisi jumlah harta yang dimiliki dan atas nama Wajib 
Pajak sampai akhir tahun pelaporan pajak yang dipilih oleh Wajib 
Pajak, contohnya rumah, kendaraan, perhiasan, tanah, tabungan, dan 
harta lainnya, apabila Wajib Pajak sudah pernah melaporkan SPT 
Tahunan dengan e-filing pada tahun sebelumnya, maka Wajib Pajak 
tidak perlu memasukkan hartanya kembali, Wajib Pajak dapat 
mengklik harta pada tahun lalu, namun apabila ada penambahan 
atau penjualan harta maka Wajib Pajak harus mengubah sesuai 
dengan kondisi harta pada tahun pelaporan pajak. 
Bagian C diisi jumlah utang yang dimiliki dan atas nama Wajib 
Pajak sampai akhir tahun pelaporan pajak yang dipilih oleh Wajib 
Pajak, contohnya utang bank, kartu kredit, utang koperasi, utang 
leasing dan utang lainnya, apabila Wajib Pajak sudah pernah 
melaporkan SPT Tahunan dengan e-filing pada tahun sebelumnya, 
maka Wajib Pajak tidak perlu memasukkan utangnya kembali, 
Wajib Pajak dapat mengklik utang pada tahun lalu, namun apabila 
ada penambahan atau pengurangan utang maka Wajib Pajak harus 
mengubah sesuai dengan kondisi sisa utang pada tahun pelaporan 
pajak. 
Bagian D diisi daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan 
anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) 
Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Jika seluruhnya telah terisi, Wajib Pajak dapat melanjutkan ke 
langkah berikutnya dengan klik “berikutnya”. 
8. Langkah selanjutnya adalah pengisian lampiran I, pada lampiran I 
terdapat 3 bagian, yaitu bagian A, B dan C. Bagian A merupakan 
bagian untuk mengisi penghasilan neto lainnya dalam negeri yang 
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tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final, contohnya bunga, 
warisan, dan penghasilan lainnya. 
Bagian B merupakan bagian untuk mengisi penghasilan yang tidak 
merupakan objek pajak. 
Bagian C merupakan bagian untuk mengisi daftar pemotongan atau 
pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh 
pemerintah, bagian ini diisi sesuai dengan bukti pemotongan pajak 
penghasilan pasal 21 1721-A1/A2. 
9. Langkah selanjutnya adalah pengisian lampiran induk, pada induk 
terdapat 8 bagian yaitu identitas, bagian A, B, C, D, E, F dan 
pernyataan. 
Pada bagian identitas, Wajib Pajak mengisi status kawin atau tidak 
kawin sesuai dengan yang tertera di bukti pemotongan pajak 
penghasilan pasal 21 1721-A1/A2.  
Pada bagian A, Wajib Pajak mengisi nominal penghasila netto 
sesuai nominal yang tertera pada bukti pemotongan pajak 
penghasilan pasal 21 1721-A1/A2. 
Pada bagian B merupakan bagian penghasilan kena pajak, pada 
bagian ini Wajib Pajak mengisi penghasilan tidak kena pajak 
dengan cara memilih status Wajib Pajak yang sesuai dengan bukti 
pemotongan pajak penghasilan pasal 21 1721- A1/A2 misalnya 
TK/0, K/0 atau status lainnya, maka secara otomatis penghasilan 
kena pajak akan tertera nominalnya. 
Pada bagian C merupakan bagian PPh terutang, bagian D 
merupakan bagian kredit pajak, bagian C dan D tersebut tidak perlu 
diisi kembali oleh Wajib Pajak. 
Bagian E merupakan bagian PPh kurang atau lebih bayar, apabila 
Wajib Pajak merupakan seorang karyawan swasta, pegawai negeri 
sipil, TNI/POLRI, apabila jumlah PPh terutang telah dibayarkan 
oleh bendahara di tempat Wajib Pajak bekerja, maka kolom bagian 
E akan terisi nihil dan nominalnya 0. 
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Bagian F merupakan bagian angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 
berikutnya, bagian ini sama seperti bagian C dan D, tidak perlu diisi 
kembali oleh Wajib Pajak. 
Selanjutnya adalah bagian pernyataan, bagian pernyataan berisi 
bahwa semua yang telah Wajib Pajak isikan di dalam formulir SPT 
tersebut adalah benar, lengkap, dan jelas, maka Wajib Pajak klik 
setuju, lalu klik berikutnya. 
10. Pada bagian kirim SPT, Wajib Pajak diarahkan untuk klik kata “di 
sini” agar mendapatkan kode verifikasi untuk mengirim SPT yang 
nantinya kode verifikasi tersebut dikirimkan ke email Wajib Pajak 
yang bersangkutan. Setelah mendapatkan kode verifikasi di kotak 
masuk email, maka masukkan 6 digit kode verifikasi tersebut ke 
dalam kolom yang telah disediakan, lalu klik “kirim SPT”. Dengan 
Wajib Pajak mengklik “kirim SPT”, maka telah selesai seluruh 
langkah pengisian pelaporan pajak melalui e-filing yang berarti 
bahwa Wajib Pajak telah lapor pajak SPT Tahunan. 
11. Pada Penerimaan Elektronik bahwa Wajib Pajak telah lapor pajak 
SPT Tahunan akan dikirimkan secara otomatis ke email Wajib 
Pajak yang bersangkutan atau bisa melihat di halaman djp online 
pada menu “lihat BPE”. 
 
3.3.4. E-Billing 
Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud dengan billing 
system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan 
kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan 
melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang 
akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran 
pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi 
dengan menggunakan kode billing. Jadi, dapat disimpulkan e-Billing 
adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan 
memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi.  
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Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia turut serta dalam 
pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara 
elektronik (billing system) sejak 12 April 2013, sesuai dengan 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP -359/PJ/2013 tentang 
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka 
Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik 
(billing system) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian 
dkk.,2013). 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-
26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara 
elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara 
elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak 
dan menerapkan Billing System; Pasal 1 angka 2, Billing System 
adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode 
Billing; dan Pasal 1 angka 5.  









Sumber KPP Pratama Semarang Candisari 
 
Dengan e-Billing, wajib pajak mengisi pembayaran pajak sesuai 
dengan kewajibannya dan kemudian menerima Kode Billing. Ketika 
akan melakukan pembayaran baik di bank, kantor pos, ATM, internet 
banking, atau mobile banking, wajib pajak cukup menyebutkan atau 
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mengetik Kode Billing tersebut selain itu dengan  e-Billing, proses 
pembayaran pajak menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. 
 
3.4. Efektifitas Sistem Pelayanan Pajak Modern 
Suatu sistem dikatakan efektif apabila sistem tersebut tetap berjalan 
dan memberi dampak positif kepada pengguna sistem tersebut. Dalam hal 
ini Dirjen Pajak memberi terobosan untuk mempermudah Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  
Sistem yang ditawarkan oleh Dirjen Pajak yaitu pembaruan dalam 
pelayanan kepada wajib pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 
pelayanan berbasis elektronik antara lain  terdiri dari e-registrasi, e-SPT, e-
filling, dan e-billing.  
Salah satu ukuran efektivitas organisasi atau sistem menurut 
pendapat Gibson Ivancevich Donnelly dalam bukunya Prilaku, Struktur, 
Proses yaitu pengembangan. Pengembangan adalah merupakan mengukur 
kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam 
menghadapi tuntutan masyarakat. Menjawab tuntutan masyarakat 
khususnya Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak akan suatu sistem yang 
cepat, rahasia terjaga, murah, serta efektif dan efisien maka hadirlah e-
registrasi. 
Pada mulanya, wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan 
Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) harus datang langsung ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). Akan tetapi kini permohonan NPWP tidak harus 
datang ke KPP, melainkan cukup dengan melakukan permohonan secara 





















Sumber :KPP Pratama Semarang Candisari 
 
Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak dapat mengikuti 
perkembangan sistem yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dengan 
mengikuti sistem, maka Wajib Pajak akan mendapatkan manfaat yang 
baik. 
Menghitung dan melaporkan pajak yang terutang adalah kewajiban 
bagi wajib pajak. Data penghitungan pajak tersebut tertulis di dalam 
formulir yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT), baik masa maupun 
tahunan. Penghitungan dan pengisian SPT dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi yang terpasang di laptop atau komputer wajib 
pajak. Selanjutnya, wajib pajak melaporkan SPT tersebut ke Kantor 
Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. 
Pembuatan SPT secara manual tentu saja tidak praktis, apalagi jika 
data yang akan diisi jumlahnya cukup banyak. Karenanya, Direktorat 




Aplikasi e-SPT akan membantu wajib pajak untuk membuat SPT 
dengan lebih mudah. Aplikasi mempunyai tampilan seperti mengisi pada 
lembar SPT sebenarnya. Proses penghitungan tarif dan penjumlahan di 
dalamnya dilakukan secara otomatis sehingga akurat. Selain itu, seluruh 
data yang sudah diinput melalui aplikasi akan tersimpan dan terorganisir 
dengan baik di database milik wajib pajak. 
Jika wajib pajak melaporkan SPT yang dibuat secara manual, maka 
seluruh berkas SPT baik induk maupun lampirannya harus diserahkan 
dalam bentuk fisik atau hard copy. Semakin banyak data yang dimiliki 
wajib pajak, semakin banyak pula berkas yang dicetak. 
Setelah diterima di Kantor Pelayanan Pajak, data di dalam SPT 
tersebut direkam agar bisa dilihat, diawasi, atau diteliti oleh pegawai pajak 
melalui sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Berkas SPT 
kemudian disimpan di dalam gudang. 
Gambar 3.13 menunjukkan beberapa keuntungan yang diperoleh 
dari penggunaan e-SPT bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. 
Gambar 3.13 Keuntungan Penggunaan e-SPT 
 
Sumber KPP Pratama Semarang Candisari 
 
Sementara jika wajib pajak melapor dengan menggunakan e-SPT, 
wajib pajak hanya perlu mencetak induk SPT saja yang akan dilaporkan ke 
Kantor Pelayanan Pajak bersamaan dengan file CSV yang dihasilkan dari 
aplikasi e-SPT. File tersebut nantinya diterima lalu di-load oleh pegawai 
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pajak dan langsung masuk ke database DJP dan bisa dilihat dalam sistem 
informasi di Direktorat Jenderal Pajak. 
Selain menghitung dan melaporkan pajak terutang, wajib pajak 
juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pajak yang 
terutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau kantor pos 
dengan menggunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). 
Pengisian SSP dilakukan secara manual. Namun dengan adanya e-billing, 
Wajib Pajak tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyetor pajak, 
cukup memerlukan device dan internet, Wajib Pajak dapat menyetor pajak 
dari mana saja. 
Beberapa keuntungan yang didapat saat menggunakan e-billing : 
1. Lebih Mudah 
Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket teller untuk melakukan 
pembayaran cukup dengan melakukan transaksi pembayaran pajak 
melalui Internet Banking, atau melalui mesin ATM , dan tidak perlu 
lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. 
Sekarang Wajib Pajak hanya cukup membawa catatan kecil berisi 
Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk 
ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak 
di mesin ATM atau Internet Banking. 
2. Lebih Cepat 
Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam 
hitungan menit dari mana pun Anda berada; Jika Anda memilih teller 
Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Anda 
tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data pembayaran 
pajak Anda, karena Kode Billing yang Anda tunjukkan akan 
memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data 
yang telah Anda input sebelumnya; Antrian di Bank atau Kantor Pos 
akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi 
memasukkan data pembayaran pajak. 
3. Lebih Akurat 
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Sistem akan membimbing Anda dalam pengisian SSP elektronik 
dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Anda, 
sehingga kesalahan data pembayaran, seperti Kode Akun Pajak dan 
Kode Jenis Setoran, dapat dihindari; Kesalahan entry data yang biasa 
terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul 
pada layar adalah data yang telah Anda input sendiri sesuai dengan 
transaksi. 
Dari beberapa sistem berbasis elektronik atau modern, yang mudah 
dilihat sistem itu berjalan efektif atau tidak yaitu dari e-filling. Penerapan 
e-filling untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sudah diterapkan sejak tahun 
2013, dimana Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya 24 jam sehari 
melalui Aplikasi DJP Online untuk laporkan SPT tahunan. Dengan 
menggunakan e-filling, wajib pajak bisa melaporkan kapan saja dan 
dimana saja asalkan terhubung dengan internet, cepat, dan gratis. Pada saat 
sistem tersebut mulai dijalankan Wajib Pajak masih bisa melaporkan SPT 
Tahunan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke 
Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan 
jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor 
Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar.  
Dengan berbagai sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal 
Pajak, Wajib Pajak diharapkan agar menyesuaikan dengan sistem baru 
yang berlaku. Apalagi dengan e-filling dapat berguna untuk mengurangi 
beban pemrosesan administrasi laporan pajak menggunakan kertas, dan 
megurangi membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak 
Tabel 3.1 menunjukkan data penyampaian E-filling dari Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari 3 tahun terakhir, dimulai 






Tabel 3.1 Penyampaian e-filling di KPP Pratama Semarang 
Candisari 







Sumber KPP Pratama Semarang Candisari 
 
Dari data tersebut bisa dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang 
menggunakan e-filling untuk melaporkan SPT  dari tahun ke tahun terus 
meningkat, meskipun pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menggunakan e-
filling lebih rendah dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak 
menggunakan e-filling atau melaporkan SPT secara manual.  
Di tahun 2014 Wajib Pajak masih awam akan e-filling, selain 
Wajib Pajak belum mengerti akan aturan dalam penyampaian, yang 
menjadi salah satu kendala sistem tersebut kurang diminati oleh Wajib 
Pajak  yaitu yang sifatnya secara online dimana tidak semua Wajib Pajak 
ada koneksi internet dan terkesan kurang praktis. Padahal dengan e-filling 
Wajib Pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT nya tanpa harus 
mengirim berkas lewat perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.  
Seiring berjalannya waktu, Wajib Pajak mulai mengerti bahwa 
dengan adanya pembaharuan sistem pelayanan yang ditawarkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak itu bertujuan untuk kebaikan Wajib Pajak itu 
sendiri dan juga untuk Dirjen Pajak karena pengolahan datanya yang lebih 
praktis dan langsung tersambung dengan sistem. Semua usaha sosialisasi 
membuahkan hasil yaitu pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah 
Wajib Pajak yang melapor dengan e-filling yaitu 38.629 Wajib Pajak 
sedangkan yang melapor secara manual 22.2600 Wajib Pajak.  
Pencapaian lebih tinggi terjadi pada tahun 2016 dimana jumlah 
Wajib Pajak yang melapor dengan SPT sebanyak 40.049 dan jumlah 
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Wajib Pajak yang melapor secara manual sebanyak 14.653 secara 
prosentase tingkat peningkatan mencapai lebih dari 100%. Melalui data 
tersebut dapat dilihat bahwa sistem pelayanan pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Semarang Candisari dengan adanya pelayanan berbasis 
elektronik khususnya e-filling berjalan dengan baik dan efektif. 
Dengan berbagai kemudahan yang sudah diberikan kepada Wajib 
Pajak dimulai dari sistem pelayanan modern lebih praktis, cepat, dan 
mudah, Direktorat Jenderal Pajak mengharapakan sistem tersebut berjalan 
efektif. Salah satu indikasi suatu sistem berjalan efektif atau tidak bisa 
dilihat dari jumlah Wajib Pajak.   
Tabel 3.2 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Candisari 2014-2016 
JENIS WP 2014 2015 2016
WAJIB PAJAK 
BADAN
        9,305         10,075       10,871 
WAJIB PAJAK 
ORANG PRIBADI
      93,894         99,539     104,882 
TOTAL     103,199       109,614     115,753 
 
Sumber KPP Pratama Semarang Candisari 
 
Dari Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak setiap 
tahunnya terus meningkat. Itu bisa membuktikan bahwa tingkat 
kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan modern cukup tinggi, 
dimana sistem pelayanan pajak khususnya menawarkan kemudahan 
kepada wajib pajak dalam mengurus kewajiban pajaknya.  
Di KPP Pratama Semarang Candisari terhitung sampai dengan 
tanggal 17 Mei 2017 jumlah permohonan mencapai 28.257 dengan rincian 
permohonan pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, pencabutan PKP, 
penghapusan NPWP, perubahan data, penetapan NE, pengaktifan NE, dan 
pemindahan WP. Dari 28.257 jumlah permohonan, 14.898 melakukan 
permohonan pendaftaran NPWP dan itu berbanding terbalik dengan 
jumlah permohonan penghapusan NPWP yang hanya 535 permohonan. 
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Data tersebut merupakan data seluruh permohonan yang berasan dari 
manual, internet, dan eksten. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua data tersebut adalahh 
tingkat kepercayaan masyarakat dengan sistem perpajakan modern yang 
sudah diterapkan itu semakin meningkat, dan berarti sistem yang 
diterapkan itu berjalan dengan efektif.   
3.5. Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak Modern Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Untuk memaksimalkan tujuan organisasi maka DJP dapat 
memaksimalkan peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang 
ada. Adapun tugas pokok KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 100 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Direktorat 
Jenderal Pajak adalah mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan 
pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Salah satu indikator pengukuran KPI (Key Performance Indicator) 
untuk sasaran tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah persentase 
penyampaian SPT Tahunan terhadap  jumlah Wajib Pajak terdaftar, hal ini 
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18/PJ/2011, 
kantor pusat menetapkan rasio penyampaian SPT Tahunan PPh untuk 
tingkat kanwil di luar Kanwil Madya minimal pencapaiannya 62,5 persen 
sehingga semua KPP Pratama di bawah kanwil tersebut juga harus 
mencapai minimal 62,5 persen.  
Saat ini rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh untuk KPP Pratama 














2104 71,835 2015 52,668 19,167 73%
2015 66,518 2016 54,716 11,802 82%
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Sumber KPP Pratama Semarang Candisari 
Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi KPP Pratama Semarang Candisari diatas 62,5 persen seperti yang 
telah ditentukan dalam Surat Edaran DJP. Yang berarti bahwa tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari baik.  
Keadaan tersebut terjadi karena tingkat pelaporan SPT di KPP 
Semarang Candisari baik. E-flling sebagai cara untuk melaporkan SPT 
menjadi faktor terbesar baiknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
berdasarkan Penyampaian SPT Tahunan. 
Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak baik maka secara otomatis 
tingkat penerimaan juga baik.  
Tabel 3.4 penerimaan di KPP Pratama Semarang Candisari 
Tahun Realisasi Target Capaian (%)
2014 664,129,419,895 810,412,000,000 81,94 %
2015 787,041,137,221 1,007,843,518,000 78,11 %
2016 1,022,688,183,176 1,177,066,083,000 86,94 %
 
Sumber KPP Pratama Semarang Candisari 
Dari data tersebut realisasi penerimaan KPP Pratama Semarang 
Candisari memang tidak mencapai target, tapi realisasi penerimaan 






3.6. Hambatan dan Upaya 
Setiap perubahan sistem yang diterapakan tidak dapat dipungkiri 
akan menimbulkan hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya. Begitu 
juga dengan reformasi sistem perpajakan di Indonesia.  
Berikut adalah beberapa kendala-kendala yang diahadapi saat penerapan 
sistem perpajakan modern : 
1. Sistem yang berbasis internet mudah sekali terkena virus, dimana itu 
akan berpengaruh pada data yang sudah di back-up dan akan susah 
untuk dicari. 
2. Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran NPWP secara online sering 
menemukan kendala yaitu lamanya proses persetujuan (approved) dari 
petugas pajak. 
3. Bila internet/ listrik di sekitar sedang bermasalah ataupun bila listrik 
mati, maka sistem ini juga akan ikut bermasalah, karena sistem ini 
benar-benar bergantung oleh internet & listrik. 
4. Dalam pelaksanaan e-filling masalah yang sering ditemui adalah lupa 
EFIN, lupa email, dan lupa password untuk masuk ke portal DJP. 
5. Kerena pelaporan SPT tahunan hanya dilakukan 1 tahun sekali Wajib 
Pajak banyak yang lupa bagaimana tata cara mengisi e-filling 
sedangkan pada tahun sebelumnya petugas pajak sudah menjelaskan 
bagaimana tata cara pengisian e-filling. 
6. Pada saat sudah dekat dengan batas pelaporan, banyak Wajib Pajak 
yang datang ke KPP guna untuk melaporkan pajak padahal menurut 
sistem pelaporan SPT bisa dilakukan dimanapun tidak harus datang ke 
KPP, alasan yang sering digunakan oleh Wajib Pajak adalah takut 
salah dalam mengisikan data. 
7. Wajib Pajak yang tidak bisa melakukan sistem pajak modern karena 
keterbatasan akan komputer dan internet. 
Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan 
sistem perpajakan modern, yaitu sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas aplikasi agar tidak rentan terkena virus 
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2. Keluhan tentang lamanya proses approved (persetujuan) menjadi 
faktor masyarakat lebih memilih mendaftar NPWP secara langsung. 
Yang harus dilakukan adalah penambahan jumlah petugas pajak 
bagian NPWP. Kondisi saat ini adalah petugas pajak yang menangani 
NPWP online dan manual itu sama, jadi alangkah lebih baiknya untuk 
dibedakan antara petugas yang menangani NPWP secara manual dan 
secara online. 
3. Apabila koneksi internet atau listrik sedang ada masalah diharapkan 
data yang telah diinput, secara otomatis bisa tersimpan. Sehingga 
Wajib Pajak tidak mengulang dari awal untuk pengisian.  
4. Bukan hanya dari DJP atau petugas pajaknya saja yang harus 
melakukan perubahan akan tetapi Wajib Pajak nya juga harus 
mempunyai kesadaran diri untuk melakukan perubahan, yaitu dengan 
menyimpan data-data penting seperti EFIN, email, dan password agar 
tahun depan ssat pelaporan tidak terhambat dan membuat penumpukan 
di KPP saat akan berakhinya batas pelaporan. 
5. Wajib Pajak juga harus berani mencoba untuk mengisi SPT nya sendiri 
dan jangan takut salah, karena dalam e-filling ada pilihan untuk 
pembetulan apabila ada kesalahan data. 
6.  Upaya tentang masalah Wajib Pajak yang mempunyai keterbatasan 
dalam komputer dan internet yaitu dengan cara petugas pajak 
memfasilitasi dan memandu WP tersebut pada saat masa pelaporan 
SPT.  
